STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DTKS DINAS SOSIAL 
KABUPATEN KUTAI TIMUR

A. Service Delivery

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1
	Persyaratan
	1. Membawa Surat Penerbitan DTKS dari Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Membawa  Fotokopi KTP.

	2
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon terlebih dahulu datang ke Kantor Desa membawa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi KTP yang bersangkutan ( apabila pemohon berumur di atas 17 tahun);
2. Pemerintah Desa/Kelurahan ( Pengisi DTKS) memverifikasi berkas dan melakukan pengecekan pada Aplikasi SIKS-NG User Desa. Apabila Pemohon terdaftar di DTKS, maka ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Pengantar Penerbitan DTKS ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah;
3. Setelah Pemohon mendapatkan surat Pengantar Penerbitan DTKS, pengajuan dapat dilakukan secara langsung dengan membawa surat ke Dinas Sosial dalam hal ini bidang Penanganan Fakir Miskin ataupun secara online yang akan difasilitasi oleh Pengisi Data Desa;
4. Petugas Pelayanan Dinas Sosial bidang Penanganan Fakir Miskin akan melayani dan Memeriksa kelengkapan administrasi permohonan  keterangan DTKS dan meminta tandatangan Kepala Dinas, Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas maka  surat Keterangan DTKS yang sudah ditandatangani diserahkan  kepada Pemohon. 

	3
	Jangka Waktu Penyelesaian
	10 – 15  Menit ( tergantung akses Jaringan internet)

	4
	Biaya/Tarif
	Rp. 0  (Gratis)

	5
	Produk Layanan
	Surat Keterangan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

	6
	Penanganan Pengaduan dan Saran
	1. Kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Atau surat yg dialamatkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Jl. Sosial No. 02, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kutai Timur Kalimantan Timur 75683
2. Telepon/SMS/Whatsapp	: 082152999432 / 082352554146
3. Website Resmi 	: dinsos@kutaitimurkab.go.id
4. Instagram	: @halo.dinsoskutim



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	B. Manufacturing

	1
	Dasar Hukum
	1. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pada :  
a. Pasal 8 & 9 : Verifikasi dan validasi rumah tangga miskin oleh Menteri, Bupati/Walikota, dan Masyarakat.
b. Pasal 9 ayat 1 – 5 : Pendaftaran aktif Fakir Miskin. 
c. Pasal 10 ayat 1 : Data Terpadu menjadi tanggung jawab Menteri dengan berbasis TIK.
d. Pasal 10 ayat 3 : Pemanfaatan Data Terpadu oleh K/L, Pemda, dan masyarakat.Pasal 11 ayat 2 : Data terpadu yang telah ditetap-kan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.
e. Pasal 36 : Sumber Pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain.
f. Pasal 42 : Pidana pemalsuan data verifikasi dan validasi. 
 
2. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada :
Lampiran F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial point 4 kolom 3 , yaitu : Pengelolaan Data Fakir Miskin Nasional oleh Pemerintah Pusat.
Lampiran F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial point 4 kolom 4 , yaitu : Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah provinsi oleh Pemerintah Provinsi.
Lampiran F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial point 4 kolom 5 , yaitu : Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.   
3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada : Pasal 2 dan 6: Pengecualian informasi publik.Pasal 17 huruf H  
4. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada : Pasal 26: Perlindungan hak pribadi.
5. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, pada :Pasal 15: Kerahasiaan data Pribadi
6. Permensos Nomor 5 Tahun 2019, pada :Pasal 12-25 : Penggunaan Data.   
7. Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kepmensos 150 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi.

	2
	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas

	1. Sarana: Meja, kursi, alat tulis kantor, almari, komputer, Printer, Lemari Arsip, Wifi.
2. Prasarana: Instalasi listrik, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan dan ruang pelayanan.

	3
	Kompetensi Pelaksana

	1. Telah memiliki Sertifikat Pelatihan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) 
2. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik

	4
	Pengawas Internal

	Kepala Dinas dan Kepala Bidang Penaganan Fakir Miskin

	5
	Jumlah Pelaksana

	4 Orang Operator Tingkat Kabupaten dan 141 Orang Operator Desa di 18 Kecamatan

	6
	Jaminan Pelayanan

	Mudah, tepat, dan akurat

	7
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

	Data terjamin Rahasia dan Tepat sasaran Karena dilengkapi oleh Sistem Informasi Geospasial yang sudah tersedia di SIKS-NG;  Bantuan Sosial diserahkan langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Rekening nya masing-masing;  Warga Mudah mengakses Pelayanan karena aplikasi SIKS SIKS-NG sudah tersedia di semua Desa; Perubahan dan Updating data bisa dilakukan setiap bulan oleh operator SIKS-NG tingkat desa secara Up to Date dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 untuk pengusulan data PBI JK dan tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 untuk pengusulan DTKS, PKH dan BPNT/Sembako.

	8
	Evaluasi Kinerja Pelaksana

	1. Rapat	evaluasi	terhadap pelaksanaan kegiatan terkait
2. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik setiap semester.
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